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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA . PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : BAKIR FUADI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK . 17728
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/93 m2 di KOTA JAMBI |,
HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/50 m2 di BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 420.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 119.000.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000

3. MOTOR, HONDA BEAT POP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000

4. MOBIL, AVANZA NEW AVANZA | 36 M/T Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 13.413.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.002.663.000
II.HUTANG Rp. 238.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 764.663.000

Catatan:
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2019

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG . YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO
I. DATA PRIBADI
1. Nama . SITI SYAMSIYAH
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 107140
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

10.

11.

Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/160 m2 di KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/130 m2 di KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/180 m2 di KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 966 m2/500 m2 di PURWOREJO,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

Tanah Seluas 1.224 m2 di BENGKULU SELATAN, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000

Tanah Seluas 3.029 m2 di KAUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
Tanah Seluas 7.350 m2 di BENGKULU SELATAN, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000

Tanah Seluas 102 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

Tanah Seluas 94 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

Tanah Seluas 94 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000

Tanah Seluas 125 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp.
125.000.000

Rp.

1.710.000.000



KPK 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 196.000.000
1.  MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU AYLA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000
3. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
4. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HIBAH
DENGAN AKTA Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 59.392.634

F. HARTA LAINNYA Rp. e

Sub Total Rp. 1.975.392.634

lll. HUTANG Rp. -oe-

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.975.392.634
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 13 Maret 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2019

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG . YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : UFIK NUR ARIFAH HIDAYATI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK 29894
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/120 m2 di BANTUL, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000

Tanah Seluas 391 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/52 m2 di BANTUL, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

MOTOR, YAMAHA VEGA Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

MOTOR, SUZUKI SHOGUN 125 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000

MOTOR, HONDA VARIO125 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000

MOBIL, TOYOTA NEW YARIS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 280.000.000

Rp. 850.000.000

Rp. 406.000.000



KPK 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 112.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.376.250.000

. HUTANG Rp. -t

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.376.250.000
Catatan:

1.

w

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 14 Februari 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 25 Februari 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA . PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : ANIQOTUR RIFA'AH
2. Jabatan . PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 624078
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/125 m2 di BANJARNEGARA,
WARISAN Rp. 385.000.000

2.  Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/27 m2 di BANJARNEGARA,
WARISAN Rp. 90.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m2/188 m2 di BANJARNEGARA,
LAINNYA Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp.

F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp.
II.HUTANG Rp.
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1IT) Rp.

1.075.000.000

325.000.000

10.000.000

548.290.425
1.958.290.425
795.727.724
1.162.562.701

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 5 Februari 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG . YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
SUB UNIT KERJA  : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : NURRUDIN
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK 0 14141
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 13.5 m2/14 m2 di BANYUMAS,

WARISAN Rp. 400.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 145.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000

2.  MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 110.000.000

3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 10.000.000

4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 10.500.000

5. MOTOR, HONDA BEAT BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

11.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 48.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 55.407.724

F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 648.807.724
II.HUTANG Rp. -
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 648.807.724

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 25 Februari 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA . PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : RUSWANTO S.
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 201448
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/140 m2 di BANYUMAS,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

2. Tanah Seluas 324 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

3. Tanah Seluas 636 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp.
350.000.000

4. Tanah Seluas 1750 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000

5. Tanah Seluas 1545 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

6. Tanah Seluas 4788 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

7. Tanah Seluas 590 m2 di CILACAP, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 336 m2/240 m2 di CILACAP, HASIL
SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 382.000.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER SEPEDA MOTOR Tahun 2004,
HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

2. MOBIL, TATA ARIA PURE 2.2 MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
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3. MOBIL, DAIHATSU F 651RVGMDFJ ( 4X2 ) Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000

4. MOTOR, HONDA NC1183CA/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

5. MOTOR, HONDA D1802N26L2A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 14.000.000

6. MOTOR, BAJAJ PULSAR 135 LS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

7. MOBIL, TOYOYA KIJANG Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp.

50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 79.800.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 150.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 853.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ===~
Sub Total Rp. 3.864.800.000
II.HUTANG Rp. 200.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.664.800.000

Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 10 Februari 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA . PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : ELY NURHAYATI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 135017

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1. Tanah Seluas 493 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI
52.000.000

2. Tanah Seluas 2.219 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI
170.000.000

3. Tanah Seluas 284 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI
452.000.000

4. Tanah Seluas 220 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI
145.000.000

5. Tanah Seluas 130 m2 di BANYUMAS, HASIL SENDIRI
92.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

HARTA BERGERAK LAINNYA

SURAT BERHARGA

KAS DAN SETARA KAS

mmo 0O W

HARTA LAINNYA

Sub Total

II.HUTANG

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111)

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

911.000.000

20.000.000

58.709.965

989.709.965

989.709.965

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 10 Februari 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA . PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HIDAYATI
2. Jabatan . PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 452870
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 152.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 324 m2/150 m2 di PURBALINGGA,
HASIL SENDIRI Rp. 152.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2015, HADIAH Rp. 7.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.

5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 821.131
F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp. 164.821.131
[.HUTANG Rp. 6.600.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 158.221.131

Catatan:

3

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 5 Februari 2020.
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4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA . PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : AYANI
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK 449129
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 232.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/120 m2 di BANJARNEGARA,
HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
2.  Tanah Seluas 420 m2 di BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp.
77.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 42.500.000
1. MOBIL, SUZUKI KATANA JEEP Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp.
40.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 1993, HASIL
SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp. -—=-

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 13.437.599

F. HARTA LAINNYA Rp. -2

Sub Total Rp. 287.937.599

II.HUTANG Rp. 59.200.000

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1II) Rp. 228.737.599
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 5 Februari 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA . PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : SRI WAHDANI
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN
3. NHK © 447713

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/150 m2 di BANJARNEGARA,

HASIL SENDIRI Rp. 455.213.500

2.  Tanah Seluas 209 m2 di BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp.

36.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2016, HASIL

SENDIRI Rp. 220.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL

SENDIRI Rp. 7.000.000

3. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL

SENDIRI Rp. 5.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

nom o 0

HARTA LAINNYA

Sub Total

II.HUTANG

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111)

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

491.213.500

232.000.000

12.626.316

735.839.816

735.839.816

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 25 Februari 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG
LEMBAGA
UNIT KERJA

: YUDIKATIF
: MAHKAMAH AGUNG
. PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : ROHMAT
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 93024
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/150 m2 di GROBOGAN,

2.  Tanah Seluas 143 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/75 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

4. Tanah Seluas 2875 m2 di GROBOGAN, WARISAN Rp.
275.000.000

5. Tanah Seluas 214 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOTOR, YAMAHA MIO MATIC Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

3. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
105.000.000

4. MOBIL, TOYOTA ETIOS BONET Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
165.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.

SURAT BERHARGA Rp.

KAS DAN SETARA KAS Rp.

HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

1.375.000.000

288.000.000

43.650.000

28.712.818
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F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp. 1.735.362.818
II.HUTANG Rp. 530.535.333
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.204.827.485
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 25 Februari 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA . PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SITIMUSRI'ATUN M.
2. Jabatan . PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 452007
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/120 m2 di BANJARNEGARA,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.500.000
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI

Rp. 6.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. A
D. SURAT BERHARGA Rp. —-
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 189.000
F. HARTA LAINNYA Rp. Lt
Sub Total Rp. 306.689.000
II.HUTANG Rp. TN
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1II) Rp. 306.689.000

Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 13 Maret 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA . PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : MURIDI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 93552
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 625.587.440

1. Tanah Seluas 186 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp.
75.587.440

2. Tanah dan Bangunan Seluas 385 m2/180 m2 di BOYOLALI, HASIL
SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 118.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000

4.  MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 195.817

F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 743.783.257
II.HUTANG Rp. 190.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 553.783.257

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 28 Januari 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA . PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : H. ABDUL MUJIB
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 430265
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 892.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/70 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/100 m2 di KOTA SEMARANG
, HASIL SENDIRI Rp. 152.000.000

3. Tanah Seluas 240 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp.
482.000.000

4. Tanah Seluas 465 m2 di PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp.
68.000.000

5. Tanah Seluas 752 m2 di PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp.
85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 213.800.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 7.800.000

2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2006, HASIL
SENDIRI Rp. 98.000.000

3. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

108.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 24.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. .l
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.057.170
F. HARTA LAINNYA Rp. i

Sub Total Rp. 1.134.357.170
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IH.HUTANG Rp. 42.852.800
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1IT) Rp. 1.091.504.370
Catatan:
1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 5 Februari 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA . PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : MOHAMAD DARDIRI
2. Jabatan : PANITERA
3. NHK . 426119

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/120 m2 di KOTA SEMARANG
, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/100 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 76.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

Rp.

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL

SENDIRI Rp. 6.500.000

2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL

SENDIRI Rp. 9.000.000
3.  MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 160.000.000

4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL

SENDIRI Rp. 11.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

nm o 0

HARTA LAINNYA

Sub Total

IH.HUTANG

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-11I)

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

176.000.000

186.500.000

10.497.997

372.997.997

372.997.997

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 14 Februari 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA . PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : M. BADAWI
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 65887
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 110.880.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/60 m2 di BANTUL, HASIL
SENDIRI Rp. 110.880.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 174.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1997, HASIL SENDIRI
Rp. 1.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 2.500.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 548.212.148

F. HARTA LAINNYA Rp. -zt

Sub Total Rp. 834.342.148

I.HUTANG Rp. ----

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 834.342.148
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 5 Februari 2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG © YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : NUR AMIN
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 68047
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.600.000.000
1. Tanah Seluas 3493 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp.
600.000.000
2. Tanah Seluas 3199 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 558 m2/170 m2 di DEMAK, HIBAH
TANPA AKTA Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 45 m2 di DEMAK, HIBAH TANPA AKTA Rp.
100.000.000
5.  Tanah Seluas 2.027 m2 di DEMAK, HIBAH DENGAN AKTA Rp.
400.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 540.000.000
1. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
3. MOTOR, HONDA MEGA PRO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
4. MOTOR, HONDA SPD MOTOR KARISMA Tahun 2003, HASIL
SENDIRI Rp. 3.000.000
5. MOBIL, TOYOTA NEW YARIS 1.5.S AT Tahun 2014, HASIL

SENDIRI Rp. 160.000.000
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6. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2,4 G / AT Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 354.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 68.850.800

D. SURAT BERHARGA Rp. ===

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 307.121.033

F. HARTA LAINNYA Rp. ==z=

Sub Total Rp. 3.515.971.833

II.HUTANG Rp. -

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.515.971.833
Catatan:

1

w

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 5 Februari 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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